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SALINAN  

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA  

NOMOR  1.20.1 TAHUN  2023 

TENTANG   

PETUNJUK TEKNIS  PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH   

UNTUK  MENDUKUNG PROGRAM WAWASAN PEMUDA YANG DISERAHKAN 

KEPADA MASYARAKAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA  

 

 

Menimbang   : a. bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa  yang 

diharapkan mampu menjadi pelopor pembangunan bangsa, 

mampu mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagai cita -cita Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu pemuda memiliki 

posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan 

pembangunan nasional;  

b.  bahwa dalam rangka meningkat kan wawasan politik, 

pertahanan, keamanan, hukum, sosial, dan lingkungan 

pemuda. Membangun generasi muda yang kuat dalam 

membangun ketahanan negara, sehing ga mewujudkan 

generasi yang ber ideologi Pancasila, nasionalis, dan berdaya  

saing, sebagaimana arah prioritas prog ram Menteri Pemuda 

dan O lahraga R epublik Indonesia;  

c. bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 9 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan 

Olahra ga, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran 

Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung  Wawasan Pemuda 

yang Diserahkan Kepada Masyarakat ; 
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d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a , b dan c perlu menetapkan  Peraturan Deputi 

Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran 

Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung  Wawasan Pemuda 

yang Diserahkan Kepada Masyarak at ; 

 

Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 

Negara ; 

2.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ; 

3.  Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan ; 

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemuda  dan Olahraga;  

5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara;  

6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada 

Kementerian Negara/Lembaga ; 

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda 

dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 te ntang Pedoman 

Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga ; 

8.  Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 

2022  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pemuda dan Olahraga . 
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MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  :  PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH 

UNTUK MENDUKUNG PROGRAM WAWASAN PEMUDA YANG 

DISERAHKAN KEPADA MASYARAK AT. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini 

yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah merupakan 

bantuan pemerintah pada  Asisten Deputi Wawasan Pemuda 

yang  memiliki karakteristik untuk diserahkan kepada 

masyarakat  dalam bentuk uang, untuk mendukung 

pembangunan generasi muda yang kuat dalam membangun 

ketahanan negara, sehingga mewujudkan generasi yang ber 

ideologi Pancasila,  nasionalis, dan berdaya saing . 

 

Pasal 2  

Pengelolaan dan pertanggung  jawaban Bantuan Pemerintah  

untuk meningkatkan  wawasan pemuda , tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak  terpisahkan dari  

Peraturan ini , dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

BAB II  : PERSYARATAN DAN PROSEDUR  

BAB III  : PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN  

BAB IV  : PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN  

BAB V  : MONITORING DAN EVALUASI  

BAB V I : PENUTUP  

 

Pasal 3  

Peraturan ini sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran 

bantuan yang berkaitan dengan upaya mendukung  program  

pada Asisten Deputi  Wawasan Pemuda dalam upaya 

pembangunan generasi muda yang kuat dalam membangun 

ketahanan negara, sehingga mewujudkan generasi yang ber 

ideologi Pancasila, nasionalis, dan berdaya sa ing , melalui 

bentuk kegiatan -kegiatan terkait upaya  pencegahan 
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Radikalisme , penguatan Nasionalisme  dan penguatan Ideologi 

Pancasila  melalui berbagai bentuk kegiatan . 

Pasal 4  

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan  

Pemerintah  dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 sampai dengan 

Pasal 3  dilaksanakan dalam bentuk  uang melalui transfer 

secara langsung dan penuh  atau bertahap  ke rekening 

penerima bantuan sesuai dengan mekanisme yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian 

Negara/Lembaga . 

 

Pasal 5 

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan  ini 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 

Satuan Kinerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian 

Pemuda dan Olahraga  tahun anggaran berjalan . 

 

Pasal 6 

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian 

Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku  pada tanggal 

ditetapkan.  

 

Ditetapkan di  Jakarta  

pada tanggal 20 Januari  2023 

 

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA , 

  TTD 

FAISAL ABDULLAH  

Salinan sesuai aslinya  

Sekretaris Dep uti Bidang Pemberdayaan Pemuda,  

 

 

 

Esa Sukmawijaya  
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LAMPIRAN : 

PERATURAN DEPUTI  BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA  

NOMOR  1.20.1 TAHUN 20 23 

TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH 

UNTUK MENDUKUNG PROGRAM WAWASAN PEMUDA 

YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang -Undang  Nomor 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan,  bahwa tugas mengurus generasi muda diserahkan 

kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga  untuk menyelenggarakan 

pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan  

pengembangan potensi pemuda dalam  segala aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.  

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar 

mampu berperan  sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa , dihadapkan 

pada berbagai permasalahan dan  tantangan. Melalui upaya meningk atakan 

wawasan politik, pertahanan, keamanan, hukum, sosial, dan lingkungan 

pemuda. Membangun generasi muda yang kuat dalam membangun 

ketahanan negara, sehingga mewujudkan generasi yang ber ideologi 

Pancasila, nasionalis, dan berdaya saing . 

Pemerintah haru s memberikan  kesempatan kepada pemuda dalam 

memperoleh akses pendidikan dan memperoleh manfaat dari  ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas 

hidupnya, serta  jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 

secara utuh sebagai pemuda yang berdaya saing . 

Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi 

Wawasan  Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda perlu 

melakukan penguatan program t erkait penyadaran, edukasi, dan 

penguatan dalam rangka wawasan pemuda  dengan melalui dukungan 

terhadap kegiatan -kegiatan terkait hal -hal tersebut diatas , khususnya 
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berkaitan dengan upaya  penguatan nasionalisme,  pencegahan faham 

radikalisme dan penguatan Id eologi Pancasila yang  melibatkan kelompok 

masyarakat  khususnya kelompok pemuda dalam bentuk bantuan . 

Oleh sebab itu maka disusunlah petunjuk teknis ini sebagai panduan 

dalam penyaluran bant uan kepada kelompok masyarakat, khususnya 

pemuda untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

B.  Tujuan  

Tujuan penyusu nan  petunjuk teknis penyaluran bantuan dalam rangka 

mendukung program wawasa n pemuda adalah sebagai berikut : 

1.  Sebagai petunjuk dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan 

pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat;  

2.  Untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan proses pemberian 

atau penyaluran bantuan dalam upaya mendukung program wawasan 

pemuda ; 

3.  Menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan pengambilan keputusan 

dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan ke pada masyarakat 

sebagai bentuk dukungan wawasan pemuda.  

 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah  Untuk 

Mendukung Program Wawasan Pemuda Yang Diserahkan Kepada 

Masyarakat  melalui bentuk kegiatan -kegiatan dengan tematik yang mana 

diantaranya mendukung salah satu dari tematik berikut, hal -hal terkait 

penguatan ideologi Pancasila, Nasionalisme, dan pencegahan faham 

radikalisme. Kemudian diserahkan kepada kelompok masyarakat  yang 

memenuhi persyaratan sebagai mana yang tercantum didalam Peraturan 

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini . 

 

D.  Pengertian  

1.  Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria 

bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok 

masyarakat, atau Lembaga pemerintah/nonpemerintah;  

2.  Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan ( stakeholder ) 

Kepemudaan yang merupakan  kelompok masayarakat;  
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3.  Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, 

tanggung jawab, hak, karakter, kapas itas, aktualisasi diri, dan cita -cita 

pemuda;  

4.  Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang 

berkedudukan sebagai pengguna anggaran;  

5.  Deputi adalah Pejabat Eselon I yang bertanggung j awab terhadap 

program Bantuan Pemerintah;  

6.  Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna 

anggaran pada Kementerian Pemuda  dan Olahraga;  

7.  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran  untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran  

pendapatan dan belanja negara;  

8.  Petunjuk Teknis adalah pedoman yang memuat cara pelaksanaan 

penyaluran Bantuan Pemerintah, termasuk urutan pelaksanaannya 

serta wewenang dan prosedurnya yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I 

yang bertanggung  jawab terhadap program Bantuan Pemerintah ; 

9.  Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah 

Kementerian  Pemuda dan Olahraga yang memegang kekuasaan 

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang Kepemudaan 

dan Olahraga;  

10.  Proposal adalah usulan rencana p ermohonan bantuan untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan serta penjabaran konsep dan 

rencana pelaksanaan kegiatan dari kelopok pemud a; 

11.  Tim seleksi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK)  pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda pada 

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk membantu Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyelenggarakan proses penyerahan 

bantuan ; 

12.  Seleksi administrasi adalah pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Deputi 

Bidang Pemberdayaan Pemuda;  
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13.  Seleksi fa k tual (tinjauan lapangan) adalah seleksi yang dilakukan untuk 

melakukan kroscek kebenaran atas data administrasi yang telah 

diberikan oleh calon penerima bantuan, deng an berbagai metode.  
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BAB II  

PERSYARATAN DAN PROSEDUR  

 

A. Penerima Bantuan  

Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan ( stakeholder ) 

Kepemudaan yang merupakan  kelompok masayarakat, yang telah 

memenuhi persyaratan  dan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan 

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini . 

 

B.  Persyaratan Penerima Bantuan  

Calon penerima bantuan yang berhak menerima bantuan  dari Kementerian  

Pemuda dan  Olahraga harus memenuhi persyaratan umum dan 

persyaratan khusus.  

1.  Persyaratan Umum  Bagi Kelompok Masyarakat  Penerima Bantuan : 

a. Bukan merupakan lembaga pemerintah/pemerintah daerah;  

b.  Kelompok masyarakat  yang berbentuk 

perkumpulan/Yayasan/komunitas/organisasi  

kepemudaan/organisasi masy arakat dan kelompok masyarakat 

lainnya sesuai ketentuan peraturan perund angðundangan;  

c. Memiliki Akte Notaris sebagai akta pendirian  atau surat keterangan 

pendirian lainnya bagi organisasi kampus, karang taruna dan 

organisasi semacamnya ; 

d.  Memiliki Anggaran Dasar atau  Anggaran Rumah Tangga  atau 

Peraturan Organisasi ; 

e. Memiliki surat keterangan domisili/ akta domisili sekre tariat yang 

masih berlaku  yang dikeluarkan oleh minimal kelurahan /desa ; 

f.  Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama kelompok ; 

g. Memiliki rekening aktif bank atas nama kel ompok ; 

h.  Memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang masih  berlaku;  

i.  Memiliki S urat Keputusan (SK) Kep anitiaan  pelaksanaan kegiatan 

yang masih berlaku ; 

 

2.  Persyaratan Khusus  Bagi Kelo mpok Masyarakat Penerima Bantuan : 

a. Bentuk  kegiatan harus  berkaitan  dengan program wawasan pemuda 

sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini ; 
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b.  Panitia Pelaksana Kegiatan  berusia rentang umur 16 -30 tahun 

sesuai ketentuan Undang -Undang Nomor 40 tentang Kepemudaan 

(Dibuktikan dengan identitas diri minimal K etua , Sekertaris  dan 

Bendahara ); 

c. Panitia Pelaksana Kegiatan merupakan WNI (dibuktikan dengan 

identitas diri  minimal Ketua, Sekertaris dan Bendahara ); 

d.  Pelaporan dan pertanggung jawaban serta penggunaan anggaran 

bantuan harus sesuai  dengan sebagaimana mestinya pada aturan 

yang berlaku (dibuktikan dengan Surat Pernyataan).  

 

C. Pengajuan Proposal  

Calon penerima dana bantuan kegiatan  mengajukan proposal  kegiatan 

minimal memuat:  

1.  Surat pengajuan:  

a. Perihal permohonan dana bantuan kegiatan;  

b.  Ditujukan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;  

c. Dalam surat pengajuan mencakup kegiatan yang diusulkan;  

d.  Tanda  tangan pengirim surat pengajuan (Ketua kelompok) ; 

e. Nama kelompok masyarakat ; dan  

f.  Alamat lengkap.  

2.  Isi proposal:  

a. Halaman Depan:  

i.  Judul Proposal ; 

ii.  Kegiatan, bentuk dan paket kegiatan yang ditujukan ; dan  

iii.  Nama dan alamat lengkap . 

b.  Kata Pengantar . 

c. Daftar Isi . 

d.  Halaman Isi . 

i.  Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Tema, Dasar Pelaksanaan, 

Maksud dan  Tujuan, Sasaran, dan Hasil yang diharapkan;  

ii.  Pelaksanaan kegiatan berisi Bentuk Kegiatan, langkah -langkah 

pelaksanaan,  tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, 

kriteria / persyaratan kepesertaa n, kepani tiaan, metode, pihak 

terkait, sarana dan prasarana, petugas/pendampingan,  dan 

biaya;  
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e. Lampiran -lampiran yang terdiri dari:  

i.  Rincian biaya;  

ii.  SK Kepengurusan kelompok  pengusul yang masih berlaku;  

iii.  Susunan panitia pelaksana an kegiatan;  

iv.  NPWP penerima bantuan  (Milik Kelompok) ; 

v. Nomor rekening aktif bank atas nama kelompok pemuda  (buku 

tabungan) ; 

vi.  Lain -lain yang mendukung m aksud dan tujuan penyampaian 

proposal.  

Proposal ditujukan kepada:  

Deputi Bidang Pemberdayaan  Pemuda tembusan Asisten Deputi 

Wawasan Pemuda  

Gedung Graha Pemuda Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan  

Jakarta Pusat . Atau melalui via email persuratan@kemenpora.go.id  dan 

asdepwawasanpemuda@gmail.com  serta media komunikasi digital 

resmi miliki Kementerian Pemuda dan Olahraga.  

 

D.  Bentuk Bantua n 

Bentuk bantuan  pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berupa 

uang , yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan atau program  yang  

dipergunakan un tuk  mendukung pelaksanaan kegi atan berupa belanja 

habis pakai yang bukan merupakan barang modal dan aset . Dana bantuan 

pemerintah tersebut untuk diserahkan  kepada  kelompok masyarakat 

dalam rangka  mendukung upaya mewujudkan generasi yang ber ideologi 

Pancasila, nasionalis, dan berdaya saing . 

 

E.  Penyaluran Dana Bantuan  

Penyaluran dana bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:  

1.  Proposal permohonan diajukan kepada  Deputi Bidang Pemberdayaan 

Pemuda, tembusan Asisten Deputi Wawasan Pemuda ; 

2.  Deputi bidang pemberdayaan pemuda mendisposisikan propo sal 

kepada As isten Deputi Wawasan Pemuda untuk ditindaklanjuti;  

3.  PPK pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda menetapkan Tim Seleksi  

untuk melakukan seleksi proposal yang disampaikan oleh penerima 

bantuan  bila mana PPK membutuhkan Tim Seleksi untuk membantu 

seleksi penerima bantuan tersebut dengan mempertimbangkan 

mailto:persuratan@kemenpora.go.id
mailto:asdepwawasanpemuda@gmail.com
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efektifitas dan efis iensi , namun bila dirasa tidak maka PPK dapat 

memutuskannya sendiri tanpa membentuk Tim Seleksi;  

4.  Bilamana dalam poin 3 dibentuk tim seleksi oleh PPK maka t im Seleksi  

melakukan proses seleksi  dan melaporkan hasilnya kepada PPK dalam 

bentuk berita acara hasil seleksi. Tim Seleksi  menyampaikan laporan 

hasil seleksi  dan penilaian yang dituangkan dalam  berita acara hasil 

seleksi  dan penilaian kepada PPK untuk menolak atau menetapkan  

lembaga penerima ba ntuan dan besarnya bantuan;  

5.  PPK menerbitkan S urat Keputusan  tentang Penetapan Pemberian dan 

Jumlah Besaran Bantuan kepada  Penerima Bantuan yang disahkan 

oleh KPA;  

6.  PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan.  

 

F. Proses Pencairan.  

1.  PPK membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)  dengan melampirkan kelengkapan dokumen kepada 

Pejabat Penandatangan Surat  Permintaan Membayar (PPSPM) untuk 

dilakukan pengujian kelengkapan dokumen,  keabsahan dan 

kesesuaian administr asi;  

2.  Apabila Tim Penguji usulan SPP menyatakan benar, lengkap dan sesuai, 

maka akan  diterbitkan SPM. Namun, apabila dalam hal pengujian 

dinyatakan belum sesuai atau  terdapat kekurangan, maka dokumen 

tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk  disesuaikan/d iperbaiki. 

Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kepada PPSPM untuk  

diterbitkan SPM.  

3.  SPM yang diterbitkan dari Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja 

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda  diserahkan kepada Petugas 

Satker Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan  melampirkan 

kelengkapan dokumennya untuk diteruskan kepada Kantor Pelayanan  

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk dilakukan validasi dan 

jika sesuai  selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D); 

a. Pencairan dana bantuan dilakukan se cara bertahap  atau langsung 

menyesuaikan besaran bantuan sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 
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Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

Pada Kementerian Negara/Lembaga  melalui mekanisme transfer ke 

rekening  lembaga penerima bantuan , bantuan dengan jumlah 

diatas Rp.100.000.000 dilakukan secara bertahap ; 

b.  Bilamana pencairan dana bantuan  dilakukan  secara bertahap 

maka dilaksanakan dengan ketentuan se bagai berikut:  

i.  Tahap I sebesar 70%  (tu juh puluh persen ) dari keseluruhan 

dana kegiatan bantuan  setelah perjanjian kerjasama (PKS) 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;  

ii.  Tahap II sebesar 30%  (ti ga puluh persen ) dari keseluruhan dana 

kegiatan bantuan,  apabila prestasi pek erjaan/kegiatan telah 

mencapai 8 0%;  

iii.  Pencairan dana kegiatan Tahap I dilakukan setelah penerima 

bantuan melengkapi:  

a) PKS yang telah ditandatangani Penerima Bantuan dan PPK;  

b) Kwitansi tanda terima bantuan oleh Penerima Bantuan;  

c) Surat Perny ataan Kesanggupan Penerima Bantuan 

Pemerintah menggunakan  bantuan sesuai dengan rencana 

yang telah disepakati;   

d) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan 

Pemerintah untuk menyetorkan  sisa dana yang tidak 

digunakan ke kas negara;  dan  

e) Surat Pe rtanggungjawaban Mutlak (SPTJM).  

iv.  Pencairan dana kegiatan Tahap II  

a) Kwitansi penerima bantuan ; 

b) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);  

c) Laporan Penggunaan Dana Tahap I sebesar 80% (delapan  

puluh persen).  

 

G. Tim Seleksi  

Dalam pengelolaan program pemberian bantuan kepada kelompok 

masyarakat , bilamana dibutuhkan oleh PPK maka dibentuk Tim  Seleksi . 

Tim seleksi ditetapkan oleh PPK  pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda  

untuk membantu  PPK dalam proses seleksi  administrasi dan seleksi  

lapangan atas kebenaran dokumen yang diajukan oleh calon penerima 

bantuan  bilamana dirasa diperlukan oleh PPK untuk dibentuk dalam 




